BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1.0 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN |

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang

Mengingat

Bagian Hi dan HAM Sstd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

: a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telab diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, serta
dalam rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis,
Paramedis dan Non Medis, pemenuhan operasional
pelayanan kesehatan lainnya sehingga menunjang
peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Aceh Sin:;kil dipandang perlu menetapkan
Pemanfaatan Dana Pclayanan Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupatcn Aceh Singkil;

. bahwa untuk maksud terscbut pada huruf a diatas, perlu

ditetapkan dalam suatu Pcriituran; | b !

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Daerah Tingk i II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republil: indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembara:: Negara Republik Indonesia
Nomor 382); LIS P

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ‘tenténg

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebaé dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran . Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

‘l\“
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4280); P




10.

11.

12.

13.

dan HAM S

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repul.)lik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor '15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indorniesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); o

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126," Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur: 2004 Nomor Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); -,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun . 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesm
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor S5072);

Undang-Undang Nomor = 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); ‘

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Aceh Slngkil,-



dan 1AM

14.

fa—y
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16.

18.

19,

20.

21.

22

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); .

Co
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - 5 SN

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lerabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4£85); L

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); X

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5165);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden. Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan

Nasicnal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2006 Nomor 3 Seri B
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 3 Tahun 2008 Retribusi Pelayanan Kesehatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010
Nomor 17) ;

Aceh Singkil,-



24. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh

- Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2011 Nomor 04};

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2010
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2010 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh

~ Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh ‘Smgkﬂ
yang selanjutnya disingkat RSUD Aceh Singkil sdalah
lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat Jalan dan
gawat darurat.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya 'disingkat BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program Jaminan Keschatan.

Bagian Huk dan HAM Aceh Singkil,




5.

Kepala RSUD Aceh Singkil adalah Direktur sebagai
unsur penyelenggara rumah sakit.

Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana yang diterima
oleh rumah sakit dari retribusi pelayanan kesehatan dan
jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya
bersumber dari hasil klaim kepada BPJS.

Jasa Medis/Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang
dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah
dilakukan oleh rumah sakit meliputi biaya untuk
pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi,
visite, dan/atau pelayanan medis dan non medis
lainnya.

Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat
BMHP adalah bahan atau alat kesehatan untuk
pemakaian sekali atau beberapa kali yang digunakan
untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang sakit serta
memulihkan kesehatar. pada manusia dan/atau

- membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

|
Biaya Operasional Pelayanan adalah biaya yang
dipergunakan untuk pelaksanaan operasional pelayanan
di rumah sakit yang mencakup perbekalan farmasi,
obat, BMHP, alat kesehatan, administrasi pelayanan 'dan
yang menunjang operasional pelayanan lainnya. =

Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang ‘terdiri
dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio
farmasi dan gas medis. ‘

Obat adalah bahan, atau paduan bahan, termasuk
produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan. patologi
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi, untuk manusia.

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin,
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki‘fungsi
tubuh. ‘

Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spésiélis,
dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.

Tenaga Paramedis adalah perawat, bidan yang
memberikan pelayanan di Rumah Sakit. g

Tenaga Non Medis adalah tenaga menejemen,
administrasi, tenaga penunjang medis dan penunjang
non medis di rumah sakit.

Aceh SIngk



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan dimaksud untuk
meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, . paramedis
dan non medis sehingga capat meningkatkan kinerja dan
‘disiplin  dalam menjalankan tugas juga dalam
pemenuhan operasional pelayanan kesehatan mmah
sakit.

(2) Tujuan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan adalah
untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga @ medis,
paramedis dan non medis dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan | Jjuga
terpenuhinya operasional pelayanan kesehatan sehmgga
dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah saklt

¢ : BAB IIi
| | - PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan terdiri dari:

a. dana yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan terdiri
dari:

1. jasa medis/ pelayanan - kesehatan, maksimal sebesar
449 /0 dan

b. dana yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan

! 2. biaya operasional pelayanan, maksimal sebesar 56%.
! terdiri dari:

1. jasa sarana; dan

¢ : 2. jasa medis/pelayanan kesehatan.

Pasal 4

(1) Pembagian jasa medis/pelayanan kesehatan dan biaya
operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dlrektur
RSUD Aceh Singkil.

(2} Pembagian jasa medis/pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Aceh
Singkil,

Baglan Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,-



BADB IV [CRTITE
KETENTUAN PENUTUP "0 7

Pasal D

dada saat berlakunya Pt’ratunm ini, mdkd P(‘mmran Hupnn
Aceh Singkil Nomaor 21 Tahun 2011 tentang Biava Jasa

Pelavanan Rumab Sakit Umum Daerah Kabupaten A(,eh
Singkil (Berita Dacran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011
Nomor 21} dicabut dan dinvatakan tidak b(‘]‘ldh’u fagi.

Pasal 6 o 4

[

’ Persiuran ind mulal bertaku pada tanggal diundemgkan
Agar setiap orang dapat I’H(’ﬂ;.)(‘fdhuul\rh mumm niahkan
pengundangan Peraturan ni dengan penempatcmnvx dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil. ‘

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Jonven Lol
AN :
£/ BURATI ACEH SINGKIL, .7

2

SAFRIADI

Diundangkan d: Singki!
pada tanggal 3o " 20l
i ¢ ngeal S0 Jarwam 201
. SEERETARIS DAERAH KABUPATEN
AT SINFZIKT

BERITA DARRAH KABUPATEN "0 1H SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR ......

Bagina fusum ket HAM Sctdakab dceh Siaghil ' L ”




